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Abstract. The analysis of Intellectual Property (IP) cases in the District Courts of Jakarta, 

Surabaya, Makassar, and Semarang provides valuable insights into the legal landscape 

surrounding patents, copyrights, and trademarks in Indonesia. This study aims to examine the 

trends and outcomes of IP cases in these courts. A normative research method was employed 

to analyze court decisions, legal considerations, and their implications for the development of 

industries and innovation. The findings reveal that trademark cases dominate the IP litigation, 

followed by copyright and patent cases. The clarity and consistency of court decisions are 

crucial in establishing legal certainty. Furthermore, the courts' understanding of technological 

advancements and industry developments is essential for an effective analysis of IP cases. 
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Abstrak: Analisis perkara Hak Kekayaan Intelektual (HaKi) di Pengadilan Negeri Jakarta, 

Surabaya, Makassar, dan Semarang memberikan wawasan yang berharga mengenai hukum 

terkait paten, hak cipta, dan merek di Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji 

tren dan hasil perkara HaKi di pengadilan-pengadilan tersebut. Metode penelitian normatif 

digunakan untuk menganalisis putusan pengadilan, pertimbangan hukum, dan implikasinya 

terhadap perkembangan industri dan inovasi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa perkara 

merek mendominasi litigasi HaKi, diikuti oleh perkara hak cipta dan paten. Kejelasan dan 

konsistensi putusan pengadilan menjadi faktor penting dalam menciptakan kepastian hukum. 

Selain itu, pemahaman pengadilan terhadap perkembangan teknologi dan industri juga menjadi 

aspek penting dalam analisis perkara HaKi. 
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I. Pendahuluan 

Pengadilan negeri jakarta, pengadilan negeri surabaya, pengadilan negeri makassar, dan 

pengadilan negeri semarang merupakan lembaga peradilan yang memiliki peran penting 

dalam menangani perkara Hak Kekayaan Intelektual (HaKi) di Indonesia. HaKi meliputi 

bidang paten, hak cipta, dan merek, yang merupakan aspek penting dalam perlindungan 

kekayaan intelektual [1]. Perkara HaKi yang ditangani oleh pengadilan-pengadilan ini 

memberikan gambaran mengenai perkembangan hukum terkait HaKi di Indonesia. 
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Latar belakang perkara HaKi yang dihadapi oleh pengadilan-pengadilan ini sangat 

beragam. Dalam konteks merek, perkara dapat berkaitan dengan pelanggaran merek 

dagang, sengketa merek antara perusahaan, atau permohonan merek baru. Sementara itu, 

dalam hak cipta, perkara dapat melibatkan pelanggaran hak cipta, pencurian karya-karya 

seni, atau konflik hak cipta antara pencipta dan pihak lain [2]. Dalam paten, perkara 

seringkali terkait dengan perlindungan inovasi dan penemuan, serta sengketa paten antara 

pemilik paten dan pihak yang mengklaim pelanggaran paten. Dalam pengambilan 

keputusan terkait perkara HaKi, penting bagi pengadilan untuk mempertimbangkan 

kepentingan pemilik HaKi, inovasi, industri, dan masyarakat secara keseluruhan. Keadilan, 

kepastian hukum, dan perlindungan hak-hak kekayaan intelektual harus menjadi pijakan 

utama dalam penyelesaian perkara HaKi. 

Dengan melakukan analisis perkara HaKi di pengadilan-pengadilan ini, diharapkan kita 

dapat memahami perkembangan hukum HaKi di Indonesia, mendapatkan wawasan 

mengenai permasalahan yang muncul, serta memberikan rekomendasi dan masukan untuk 

meningkatkan perlindungan HaKi secara lebih efektif di masa depan. Melalui penelitian 

ini, kita dapat melihat peran penting pengadilan dalam menjaga dan melindungi kekayaan 

intelektual di Indonesia, yang menjadi kunci bagi inovasi, perkembangan industri, dan 

kemajuan negara secara keseluruhan. 

II. Metode 

Metode normatif adalah pendekatan yang digunakan dalam analisis perkara HaKi di 

Pengadilan Negeri Jakarta, Pengadilan Negeri Surabaya, Pengadilan Negeri Makassar, dan 

Pengadilan Negeri Semarang. Metode ini melibatkan studi terhadap peraturan perundang-

undangan yang mengatur HaKi, seperti Undang-Undang Merek, Undang-Undang Hak 

Cipta, dan Undang-Undang Paten. Dalam analisis perkara HaKi, peneliti menganalisis 

putusan pengadilan, pertimbangan hukum, dan implikasi hukum yang terkait dengan 

perlindungan merek, hak cipta, dan paten [3]. 

III. Hasil dan Pembahasan 

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memiliki peran yang signifikan dalam menangani 

perkara-perkara terkait Hak Kekayaan Intelektual (HaKi) di Indonesia. Berdasarkan data 

yang disediakan, terdapat total 991 perkara HaKi yang tercatat, meskipun jumlah yang 

sebenarnya adalah 1003 perkara. Perkara-perkara HaKi tersebut dapat diklasifikasikan 

menjadi tiga kategori utama: merek, hak cipta, dan paten. 

Dalam hal perkara merek, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menangani sebanyak 

849 perkara. Perkara-perkara merek menjadi mayoritas dalam klasifikasi HaKi di 

pengadilan ini. Hal ini menunjukkan pentingnya perlindungan merek dagang dalam 

kekayaan intelektual di Indonesia dan peran pengadilan dalam menyelesaikan sengketa 

merek. Selanjutnya, pengadilan ini juga telah menangani 102 perkara hak cipta. 

Perlindungan hak cipta penting dalam melindungi karya-karya kreatif seperti musik, film, 
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dan tulisan. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memiliki peran yang penting dalam 

memastikan bahwa hak cipta dilindungi secara hukum dan sengketa yang berkaitan dengan 

hak cipta diselesaikan dengan adil. 

Paten juga menjadi fokus pengadilan ini, dengan 52 perkara paten yang telah ditangani. 

Paten memberikan hak eksklusif atas penemuan atau inovasi yang memberikan keuntungan 

komersial. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memainkan peran penting dalam melindungi 

hak-hak pemegang paten dan menyelesaikan sengketa yang berkaitan dengan paten. 

Selanjutnya, Pengadilan Negeri Surabaya juga memiliki peran yang signifikan dalam 

menangani perkara HaKi. Total perkara HaKi yang ditangani oleh pengadilan ini sebanyak 

127 perkara. Dalam klasifikasi perkara, terdapat 67 perkara merek, 52 perkara hak cipta, 

dan 8 perkara paten. Hal ini menunjukkan bahwa perkara merek juga menjadi fokus utama 

dalam penyelesaian perkara HaKi di pengadilan ini. 

Pengadilan Negeri Makassar, meskipun jumlah perkara HaKi yang ditangani relatif 

sedikit, tetap memainkan peran penting dalam memastikan perlindungan hak-hak kekayaan 

intelektual di wilayahnya. Pengadilan ini telah menangani sebanyak 11 perkara HaKi, 

dengan 4 perkara merek dan 7 perkara hak cipta. Pengadilan Negeri Semarang juga 

memiliki peran dalam menangani perkara HaKi. Total perkara HaKi yang ditangani oleh 

pengadilan ini sebanyak 52 perkara. Dalam klasifikasi perkara, terdapat 27 perkara merek, 

24 perkara hak cipta, dan 1 perkara paten. Hal ini menunjukkan bahwa perkara merek juga 

menjadi fokus utama dalam penyelesaian perkara HaKi di pengadilan ini, diikuti oleh 

perkara hak cipta [4]. 

Penanganan perkara HaKi oleh pengadilan-pengadilan ini memiliki tujuan yang 

penting, yaitu untuk melindungi hak-hak pemilik HaKi dan menjaga kekayaan intelektual 

di Indonesia. Pengadilan sebagai lembaga peradilan memiliki peran dalam menyelesaikan 

sengketa dan memberikan kepastian hukum dalam konteks HaKi. 

Pentingnya penanganan perkara HaKi oleh pengadilan terkait dengan perlindungan dan 

pengakuan terhadap hak-hak kekayaan intelektual. Merek dagang merupakan aset berharga 

bagi perusahaan dan memegang peranan penting dalam mengidentifikasi produk atau jasa 

mereka [5]. Hak cipta melindungi karya-karya kreatif seperti musik, film, dan tulisan. 

Sementara itu, paten memberikan hak eksklusif atas penemuan atau inovasi yang 

memberikan keuntungan komersial. 

Dalam penanganan perkara HaKi, pengadilan perlu melakukan analisis dan penafsiran 

terhadap undang-undang dan regulasi yang berlaku untuk memastikan perlindungan yang 

adil dan berkeadilan bagi pemilik HaKi serta mempertimbangkan kepentingan publik. 

Pertimbangan hukum yang cermat dan konsisten sangat penting dalam mengambil 

keputusan terkait sengketa HaKi [6]. 
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IV. Kesimpulan 

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memiliki peran penting dalam menangani perkara 

HaKi terkait merek, hak cipta, dan paten di Indonesia. Dalam perkara merek, pengadilan 

ini berhasil menyelesaikan 849 perkara, menunjukkan peran yang signifikan dalam 

perlindungan merek dagang. Selain itu, perlindungan hak cipta juga menjadi fokus penting, 

dengan 102 perkara yang ditangani. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat juga berhasil 

menyelesaikan 52 perkara paten, membuktikan perannya dalam melindungi hak-hak 

pemegang paten. Pengadilan Negeri Surabaya, Pengadilan Negeri Makassar, dan 

Pengadilan Negeri Semarang juga turut berperan dalam menangani perkara HaKi, dengan 

fokus utama pada perkara merek dan hak cipta. Penanganan perkara HaKi oleh pengadilan-

pengadilan ini bertujuan untuk melindungi hak-hak pemilik HaKi dan menjaga kekayaan 

intelektual di Indonesia, dengan perlindungan merek dagang, hak cipta, dan paten sebagai 

aspek utama. Pengadilan perlu melakukan analisis hukum yang cermat dan konsisten untuk 

memastikan perlindungan yang adil dan berkeadilan bagi pemilik HaKi serta 

mempertimbangkan kepentingan publik. 
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